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BUPATI GORONTALO
PROVINSI GORONTALO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO

NOMOR 4 TAHUN 2019
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

Menimbang

KABUPATEN GORONTALO TAHUN 2016-2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GORONTALQ,

a. bahwa untuk memberikan arah pembangunan vang

ingin dicapai daerah dalam kurun waktu masa
bhakti Kepala Daerah terpilih diperlukan suatu
rencana pembangunan jangka menengah daerah yang
disusun berdasarkan visi, misi, dan program Kepala
Dacrah, yang perencanaannya disesuaikan dengan
urusan pemerintahan vang menjadi batas
kewenangan daerah  dengan mempertimbangkan
kemampuan keuangan daerah;

bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah

Daerah, maka sistematika Rencana Pembangunan




Mengingat

d.

!‘ul

Jangka Menengah Daerah kabupaten Gorontalo Tahun
2016- 2021 harus disesuailkan;

bahwa  berdasarkan ketentuan Pasal 264 ayat (1)
Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemenntahan  Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah,

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf ¢ perlu
menetapkan  Peraturan  Daerah  tentang Perubahan
atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Kabupaten Gorontalo Tahun 2016-2021;

Pasal 18 Avat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat 11 di Sulawesi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1939
Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republk
Indonesia Nomor 1822);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355).

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4438},




9,

10.

1

—

12,

13.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan  Jangka Panjang Nasional 2005 2025
(Lembaran Nepara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 33, Tambahan  Lembaran  Negara  Republik
Indoncsin Nomor 4700);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Nepgara Republik  Indonesia Tahun
2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4725);

Undang Undang  Nomor 32 Tahun 2009  tentang
Perlindungan  dan Pengelolaan  Lingkungan  Hidup
(Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 2009
Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5059);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 lentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan  Daerah  (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan  Dacrah  (Lembaran  Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1979 tentang
Pemindahan  Ibukota Kabupaten Dacrah Tingkat |11
Gorontalo dar Isimu ke Limboto (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 45, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3147);
Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang
Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada

Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban



Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
dan Informast Laporan Penyelenpparaan Pemerintahan
Dacrah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republhik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

14, Peraturan Pemermntah Nomor 6 Tahun 2008 tentang
Pedoman  Evaluasi  Penyelenggaraan  Pemerintahan
Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4815);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara, Penvusunan, Pengendalian, dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Dacrah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indoncsia Nomor 4817);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Ncgara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887);

17. Peraturan Pernerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lcmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun
2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Mecnengah
Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Necgara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dacrah,
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah;



20 Peraturan . Menteri Dalam  Nepen Republik  Indonesia
Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perens ANaan,
Pengendahan dan Evaluas Pembangunan Daerah, Tata

Cara  Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang
Rencana  Pembangunan Janpka Panjang Daerah dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta
Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan  Jangka
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah
Dacrah;

21.Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 8 Tahun
2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2017-2022 (Lembaran
Dacrah Provinsi Gorontalo Tahun 2017 Nomor 08,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor
06);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 4 Tahun
2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten
Gorontalo  Tahun  2012-2032 (Lembaran Daerah
Kabupaten Gorontalo Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 169);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 32 Tahun
2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah  Kabupaten Gorontalo Tahun 2005-2025
(Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2012
Nomor 32 Tambahan Lembaran Dacrah Kabupaten

Gorontalo Nomor 167);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GORONTALO

Menetapkan

dan

BUPATI GORONTALO

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN GORONTALO TAHUN 2016-2021.




Pasal |
Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gorontalo
Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan
Lembaran Daerah Nomor 178) diubah sebagai berikut:
1. ketentuan Pasal 1 angka 2, angka 5, angka 9, dan angka 10 diubah,

sehingga berbunyvi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gorontalo.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penvelenggara
Pemerintahan  Daerah vang memimpin pelaksanaan  urusan
pemerintahan vang menjadi kewenangan Daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Gorontalo.

4. Dewan Perwakilan Rakyvat Daerah yang selanjutnva disingkat DPRD
adalah DPRD Kabupaten Gorontalo.

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam
penvelenggaraan Urusan Pemerintahan vyang menjadi kewenangan
Daerah.

6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnyva
disingkat RP.JPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20
(dua puluh) tahun.

7 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021
vang selanjutnva disingkat RPJMD Tahun 2016-2021 adalah dokumen
perencanaan pembangunan daerah periode 5 (lima) tahun.

8. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah vang selanjutnyva disebut
Rencana Kerja Pemerintah Daerah vang selanjutnyva disingkat RKPD,
adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

O Rencana Strategis Perangkat Daerah vang selanjutnya disebut Renstra
Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah
untuk periode 5 (lima) tahun.

10. Rencana Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnva disebut Renja

Perangkat Daerah adalah dokumen peréncanan Perangkat Daerah untuk

periode 1 (satu) tahun.
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11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat

APBRD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan

dengan Peraturan Daerah.

Ketentuan Pasal 3 huruf b dan huruf ¢ diubah, sehingga berbunyi sebagai

bertliut:

Pasal 3

RPJMD Tahun 2016-2021 bertujuan:

a. memberikan arah dan kebijakan penyelengaraan pemerintahan dan
menjamin  keterpaduan  dan  kesinambungan  pembangunan
berkelanjutan;

b. menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD yang selanjutnya menjadi
dasar dalam penyvusunan APBD;

¢. menjadi landasan penyusunan Renstra Perangkat Daerah; dan

d. sebagai pedoman scluruh  pemangku  kepentingan dalam

melaksanakan pembangunan daerah.

3. Ketentuan Pasal 4 huruf b diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 4
RPJMID Tahun 2016-2021 menggambarkan:
a. visi dan misi Kepala Daerah terpilih; dan
tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan dan program
pembangunan yang akan dilaksanakan olch Perangkat Daerah, disertai

dengan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

4. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 5
(1) Penyusunan RPJMD Tahun 2016-2021 disusun dengan sistematika
paling sedikit memuat :
BABI :PENDAHULUAN
BAB Il : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
BAB III : GAMBARAN KEUANGAN DAERAH
BAB IV : PERMASALAHAN DAN [SU STRATEGIS DAERAH
BAB V : VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN
BAB V1 : STRATEGI, ARAH KEBLJAKAN, DAN PROGRAM
PEMBANGUNAN DAERAH
BAB VII:KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM

PERANGKAT DAERAH



BAD VI RINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH
BADR N PENUTLI

() Ketentuan mengena uran sistemabtka REJMD S Tahun 20162021
sehapannamn dimaksad pada avat (1), tereantum dalam Lampiran vang

merupakan bagion vang tdak terpsahkan dar Peraturan Daerah in.

PASAL 1L
Peraturan Dacrah mn mulka berloko pada tanggal diundangkan.
Agar  seliap orang  dapat mengetahummnya,  memeritahkan  pengundangan
Peraturan uu dengan penempatannya dalam Lembaran Dacrah kabupaten

Giorontalo,

Ditetapkan di Limboto

pada tanggal Zg AT{’I’*‘L— Loty
BUPATI GORONTALO,

td

NELSON POMALINGO
Diundangkan di Gorontalo

pada tanggal
SERRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO,
itd

HADLJIAH U. TAYEB

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO TAHUN 2019 NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO,PROVINSI GORONTALO -
(4/12/2019)

Salinan sesua dengan Aslinya

}

FIGKAM, SH. ME

-



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DAERAH KABUPATEN GORONTALO TAHUN 2016-2021

I. UMUM

Bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka
sistematika Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
jorontalo Tahun 2016-2021 harus disesuaikan karena masih mengacu
pada Peraturan Menteri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah.

Berdasarkan pertimbangan di atas, maka Pemerintah Daerah perlu
membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun

2016-2021.

Il. PASAL DEMI PASAL
Pasal |
Cukup Jelas
Pasal Il
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO NOMOR



